
BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpilkan sebagai 

berikut: 

1. Implementasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Gorontalo, yang 

dikaji dari: a. Perencanaan, b. Pelaksanaan, dan c. evaluasi. Pada tahap perencanaan, 

pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tidak dijabarkan secara jelas di dokumen 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satpol PP Kota Gorontalo, akibatnya hal ini berimbas pada 

rendahnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota 

Gorontalo. Perencanaan yang tidak maksimal menyebabkan proses pelaksanaan pun tidak 

maksimal. Pelaksanaan atau implementasi dinilai tidak efektif karena hanya dilakukan 

melalui tindakan persuasive yang tidak memberi efek jera atas pelanggaran yang terjadi. 

Pada tahap evaluasi terkait dengan penegakkan Perda tentang pengendalian dan pengawasan 

minuman beralkohol di Kota Gorontalo dinilai belum efektif, karena tidak ditemukannya data 

jumlah minuman beralkohol yang beroleh izin edar di Kota gorontalo yang berakibat pada 

tidak maksimalnya pengendalian minuman beralkohol selain faktor gaya konsumtif 

masyarakat yang masih sangat tinggi pada minuman beralkohol yang sulit dihilangkan. 

2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi pengendalian dan pengawasan minuman 

beralkohol di Kota Gorontalo, yang dikaji dari: a. Komunikasi : komunikasi yang terjalin 

antara dinas Satpol PP dengan dengan Tim pelaksana pengawasan dan pengendalian 

Minuman Beralkohol belum optimal dimana pada saat pelaksanan tim tidak memiliki sasaran 

yang baik dalam penindakan sehingga mengakibatkan tetap maraknya penjualan minuman 



beralkohol di Kota Gorontalo. b). Sementara sumber daya juga masih menjadi penghambat 

baik sumber daya manusia dimana jumlah personil dinilai masih minim terkait dengan 

jumlah penyidik yang masih terbatas. Kemudian sumber daya anggaran dalam rangka 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun untuk operasional kegiatan juga masih 

terbatas, sehingga pelaksanaan kegiatan operasi tidak dilakukan secara berkesinambungan. 

c). Disposisi, sikap para pelaksana kebijakan sebagian besar sangat menerima regulasi ini 

Perda No 3 Tahun 2017, akan tetapi, dari kelompok sasaran khususnya pelaku usaha dan 

pedagang yang memperjualbelikan minuman beralkohol secara ilegal kurang memberikan 

respon yang positif atau bahkan menolak kebijakan ini. Karena akan memangkas sumber 

pendapatan penjual yang memiliki keuntungan besar. d). Struktur Birokrasi dinilai masih 

menjadi faktor penghambat karena adanya fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah di uraikan di atas, maka saran 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perda Pengawasan dan Pengandalian 

Minuman Beralkohol ini secara berkala sehingga mendapatkan feedback tentang 

permasalahan dalam pelaksanaannya yang kemudian akan menjadi acuan dalam perencanaan 

dan pelaksanaan kebijakan di periode berikutnya. Sehingga apa yang diharapkan dari 

hadirnya Perda ini dapat tercapai. 

2. Perlu strategi yang baik untuk memaksimalkan unsur Komunikasi, Sumber Daya, serta 

Struktur Biroksasi yang ada agar menjadi faktor pendukung tercapainya tujuan kebijakan, 

bukan menjadi faktor penghambat. Misalnya SDM yang ada sudah cukup dari segi jumlah 

hanya perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan pendidikan yang sesuai dengan kompetensi 



yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Advokasi yang kuat kepada pemangku 

kebijakan terkait kebutuhan dana atau anggaran agar pelaksanaan penegakkan Perda ini 

sesuai dengan apa yang direncanakan, dan lain lain. 

3. Diperlukan adanya perbaikan dalam Perda yang ada terkait batasan jumlah minuman 

beralkohol yang bisa beredar di wilayah Kota Gorontalo yang bisa menjadi acuan pelaksana 

kebijakan dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol di Kota Gorontalo. 

4. Pada tahap pelaksanaan perlu disusun adanya penetapan atau standar jumlah minuman 

beralkohol yang harus dilakukan penyitaan, pemberian sanksi hukum yang lebih tegas 

kepada pedagang minuman beralkohol secara ilegal 

5. Terkait dengan regulasi tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol perlu di 

tinjau Kembali karena dinilai belum mengatur persoalan sanksi atau ancaman yang memadai, 

sehingga terkesan peraturan yang mendukung pelaksanaan Perda kurang jelas dan tegas. 

Serta peningkatan komunikasi dan koordinasi antar Dinas terkait  

6. Peningkatan jumlah personil khususnya penyidik, sehingga semua berkas yang masuk dapat 

sampai pada putusan peradilan  

7. Perlunya strategi dalam melaksanakan penegakkan perda karena sikap kelompok sasaran 

yang sulit untuk meninggalkan kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol  

8. Kebijakan Perda ini melibatkan beberapa unsur instansi terkait, pembagian tugas dan 

wewenang perlu diperjelas dan tingkat komunikasi yang efektif  
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